DIHIMPUN OLEH :
Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.

HIMPUNAN KETENTUAN
TENTANG

| BADAN USAHA KOPERASI
| DAN USAHA KECIL

UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN & UU NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL

DILENGKAPI DENGAN :
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT

i emlﬂl H -m




31.009.2007

HIMPUNAN KETENTUAN
TENTANG

BADAN USAHA KOPERASI
DAN USAHAKECIL

Zs
&1

TENTANG PERKOPERASIAN DAN
dd NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL

DILENGKAPI DENGAN :
PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT




DIHIMPUN OLEH : g
| Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.

HlMPUNAN KETENTUAN
_TENTANG

Lu i

UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN & UU NO. 9 TAHUN 1995
TENTANG USAHA KECIL




HIMPUNAN KETENTUAN
TENTANG
BADAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL

Ud No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan
Ud No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Dilengkapi :
Peraturan-peraturan yang Terkait

Dihimpun Oleh:
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Desain Cover
Aulia Studio
Lay Out, Montase:
Aulia Studio

Cetakan | :
Maret 2006

Diterbitkan Oleh :
PENERBIT NUAN SA AULIA
JI. Permai 28 No. 99
Margahayu Permai, Bandung (40218)
Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403518

ANGGOTA IKAPI
PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG .DALAM TERBITAN

Himpunan ketentuan tentang badan usaha koperasi dan
usaha kecil / dxhﬁnpun oleh. Sentosa Sembiring. Cet.}.
Bandung : Nu.msaAulm,,2006

272 hlm. ; 14f5*x20 5cm

ISBN 979-3&44_3 _'_x‘

1. Koperasi -- U\dang_undang dan peraturan,
2. Usaha kecil --Undang-undang dan peraturan.
1. Sentosa Sembiring

346.066 8

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit Nuansa Aulia
Hak cipta dilindungi Undang-undang



_ Ketlka kI‘ISIS ekonoml dan moneter me]anda negen ini pada tahun
1997 tidakperlu diragukan lagiberbagai pihak pun terbangun daritidurnya,
mengapa? Karena selama ini, berbagai masukan dan komentar yang
dikemukakan oleh para pakar, bahwa perkembangan dunia usaha yang
tampaknya demikian melesat ‘jika tidak ‘diikuti ‘dengan aturan yang jelas
maka cepat ‘atau lambat dunia usaha’akan berguguran. Pemikiran yang
demikian ini-agaknya ‘beralasan, ‘sebab belajar dari pertumbuhan dunia
usaha‘di negara-negara maju ‘disertai ‘dengan:aturan“yang ‘jelas.: Pada
akhirnya apa yang dipikirkanoleh kaum cendikia tersebut menjadikenyataan.
Untuk itu, harga yang harus-dibayar:demikian ‘mahal-yakni para pelaku
usaha mengalami kesulitan dalam-memenuhi kewajibannya:baik jangka
pendek maupun ‘jangka panjang. Akibat lebih jauh'adalah lembaga
perbankan pun-mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk:
memulihkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, maka
pemerintah {pun -mengambil kebijakan' seluruh simpanan ‘masyarakat -di
lembaga perbankandijamin ‘oleh- pemerintah. Hanya ‘beban yang harus
ditanggung hingga ‘saat ini‘masih: terasakan imbasnya:yakni lembaga
perbankan masnh sangat selektlf da]am memberlkan kredlt kepada dunla
usaha IR PR : SR : . :

Dalam menyaks:kan drama yang cukup dahsyat tersebut maka mata
orang pun mulai tertuju kepada usaha yang selama ini agak terlupakan
yakni badan-usaha koperasi yang cukup :'setia”: melayanl sektor.informal..
Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kepustakaan untuk jenis usaha
sektor informal,. acapkali_dikualifikasikan sebagai usaha kecil. Namun
demikian ketangguhan usaha kecil untuk bisa tetap hidup tidak perlu
diragukan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat badan usaha ini sudah
“terbiasa”: menghadapi berbagai cobaan‘dalam mempertahankan
eksistensinya, sehingga ketika terjadinya krisis ekonomi dan moneter kala
itu, seakan-akan: bukan suatu-hal yang harus diratapi. Untuk itu, berbagai
pihak pun mencermati secara seksama apaTrahasia sektor informalini masih
tetap .bertahan ‘ketika terjadi krisis ekonomi yang demikian-memporak
porandakan duniausahapapan atas yang selama ini mengepakkan sayapnya
ke berbagai sektor usaha nyatanya harus merbayar dengan‘harga yang
cukup mahal pilihan antara mati‘atau hidup. Dengan kata lain perusahaan
dibubarkan atau kepemilikan perusahaan harus dipindahtangan alias dijual.
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Lalu apa rahasia usaha kec1l dan koperaS| tetap eksis? Jika dicermati
secara seksama, tampaknya ada satu hal yang tetap menjadi andalan utama
bagi badan usaha ini yakni semangat, kerja keras dan ketulusan dalam
menjalankan usaha. Berangkat dari nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam
menjalankan” usaha, maka janji yang sudah disepakati- sekalipun tidak -
dituliskan dalam bahasa hukum yang berbeht be]nt namun kepatuhan akan
janjl patut dlacungkanjempo]

i Yang menJadl pertanyaan sekarang adalah apakah ek5|sten51 badan
usaha kopersi dan usaha kecil masih dapat bersaing di.era globalisasi.yang
kompetisinya demikian ketat? Dalam hal ini memang dapat dilihat dalam
berbagai:sudut pandang masing-masing.  Jika dilihat. dalam. perspektif
normatif, kiranya dapat dikemukakan, bahwa.badan hukum koperasi sudah
diakui eksistensinya lewat Undang-Undang Nomor 25. Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian. Untuk usaha kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor.9
Tahun:1995. Untuk itu, dari sudut pandang:normatif maka hak hidup dari
badanusahainisudah dijamin oleh undang-undang. Namun demikian untuk
dapat mengembangkan sayapnya agar badan usaha ini-bisa bersaing di
pusaran globalisasi: yang sudah-merambah ke negeri ini, maka landasan
hukum sebagaimana disebutkan di atas tampaknya memang perlu untuk
dikaji ulang. Pemikiran ini tentumempunyai alasan; sebab untuk memacu
pergerakan institusi bisnis tersebut agarbisa lebih lincah dalam menjalankan
kegiatannya perlu landasan hukum yang kuat. Sebenarnya, upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan ketentuan tentang koperasi
dan usaha kecil, 'secara sektoral telah ‘diterbitkan berbagai peraturan
pendukung. Hal ini sejalai dengan ruh era reformasi yang memberi ruang
gerak'sektor swasta lebih luas. Namun-demikian, sebelum diterbitkannya
ketentuan baru yang lebih komprehensif maka ke dua ketentuan di' atas
hingga saat ini masih menjadl hukum pOSltIf bag1 badan usaha koperasn
dan usaha kecil. -

. Untuk itulah, kopera51 dan usaha keCIl dalam menJa]ankan aktwntasnya
sekalipun dapat melakukan terobosan-terobosan namun harus tetap dalam
koridor.hukum positif. Jika dicermati secara seksama, apa yang menjadi
roh badan usaha koperasi tiada lgin adalah kebersamaan. artinya maju
atau mundurnya koperasi tidak dapat dilepaskan dari partisipasi anggota
koperasi. Dengan kata lain anggota kbperasn adalah juga pengguna jasa
koperasi. Hal ini tergambardan prinsip dasar koperasiyakni: a. Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan dilakukan.secara demokratis;
c..Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding. dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa
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yang terbatas pada modal; dan e. Kemandirian (Lihat Pasal 5 UU Koperasi).
Selanjutnya dalam Pasal 43 UU Koperasi dikemukakan, usaha koperasi
adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk
meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan demikian setiap
pendirian koperasi, para pendiri sejak awal sudah menentukan apa yang
hendak dicapai oleh para pendiri koperasi.

Demikian juga halnya dengan usaha kecil, kehadirannya dalam peta
dunia usaha secara nasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai-
mana diabaikan dalam penjelasan umum undang-undang usaha kecil,
bahwa usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan
strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam undang-undang
sendiri, dijabarkan secara normatif ukuran usaha kecil.

Mengingat badan usaha koperasi dan usaha kecil, perannya cukup
penting dalam dunia usaha, maka perlu kiranya diketahui secara seksama
apa persyaratan yang harus dipenuhi jika masyarakat dan atau pelaku usaha
mengelola koperasi dan usaha kecil. Untuk itulah lewat himpunan peraturan
perundang-undangan koperasi dan usaha kecil ini, dapat di pahaml lebih
detail. Semoga bermanfaat.

Bandung, Maret 2006

_ Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
' Dosen/Advokat '
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UNDANG- (JNDANG HOMOR 25 TAHUN 1992
" 'TENTANG

PERKOPERAS_IAN.

DENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAHA ESA
- PRESIDEH REPUBUK INDONESIA

Menlmbang

a. bahwa Kopera31 balk sebagal gerakan ekonom1 rakyat maupun sebagal
badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,

-+ adil dan‘makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- -UndangDasar

1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha
-bersamaberdasar atas.asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b.  bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi
. --kuat . dan mandiri .berdasarkan prinsip Koperasi sehingga.mampu
: _berperan sebagai sokoguru perekonomiannasional; ., :

c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dantanggungjawab
Pemerintah dan seluruh rakyat; :

d.  bahwauntukmewujudkan hal-haltérsebut dan menyelaraskan dengan
perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang
perkoperasian dalam suatu Undang- undang sebagai pengganti
Undang-undang Homor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per-
koperasian;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 (_lndang (_lndang Dasar
1945; '
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUT(ISKAN

Menetapkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PERKOPERASIAH

KETENT(.IAN UMUM

_ Pasal 1
Da]am Undang undang ini yang dlmaksud dengan

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Kopera51 dengan melandaskan keglatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang ber-
dasar atas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian ada]ah segala sesuatu yang menyangkut kehldupan.
_-Koperasn B : . : '

3. Koperasn aner adalah Koperamyang dldll‘lkan oleh dan beranggotakan
-... orang-seorang... . S SR

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasnyang dldmkan oleh dan beranggota-
- kan Kopera51 . : . . . :

5. " Gerakan Koperasi adalah keseluruhan’ organlsa5| Kopera51 dankégiatan
perkoperasian yang' bersifat terpadu menUJu tercapalnya cita-cita
.. bersama Koperasi... . T T TR

et BAB|| o

LANDASAN ASAS DAN T(.IJ(JAN
Baglan ‘Pertama
Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasn berlandaskan Pancasﬂa dan (_lndang Undang Dasar 1945 serta
berdasar atas asas kekeluargaan,
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. Bagian Kedua - -.
: '-'Tujuan
Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional -dalam-rangka :mewujudkan .masyarakat yang maju, adil, dan
makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BABII -
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama
“Fungsi dan Peran
“:Pasal 4"
Fungsi dan peran Koperasi adalah: -~

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
* meningkatkan kesejahteraan ekonomidan sosialnya;

b.  berperan serta secara aktif dalam upaya mempertlnggl kuahtas ke-
" "hidupan manusia dan masyarakat;

c¢.  memperkokoh perekonomlan rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasx sebagai
sokogurunya;

d. . berusaha untuk meWUJudkan dan:mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas keke-
luargaan dan demokrasi ekonomi,

.....Bagian .Kedua. . -
Prinsip Koperasi
7 Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
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(.2).._

Gy

b. pengelolaan dilakukan secara-demokratis;

¢. pembagian sisa hasil usaha:dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberlan balaSJasa yang terbatas terhadap modal

e kemandman

Dalam mengembangkan Kopera31 maka Koperasn melaksanakan pula
prinsip Koperasi sebagai berikut:: SIS

a. pendldlkanperkoperasmn' S

b. kerja sama antarkoperasu .

_ BABIV
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
| Syarat Pembentukan
- Pasal 6 .
Kbpe'rasi'Prih{e'r dibé:n't'uk_"dleh sekurang-kufaﬁgnya'20"'(d:ua_ puluh)
orang.

'KOp'efa.éi Sekunder dibentuk Q]_éh'séklij'r'ang'-kur'_a'rig:nyé_3 (tiga) Koperasi.

~Pasal 7 ..

Pembentukan Koperasn sebagaimana dimiaksud dalam Pasal 6 dilaku-
kan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Koperasi mempunya1 tempatkedudukan dalam wdavah negara Republik
Indonesia. -

Pas'a'l '8'

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:

a.

b.
C.
d

daftar nama pendiri; _ )
nama dan tempat kedudukan;.
maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan; -
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- ketentuan mengenai Rapat Anggota;
ketentuan mengenai pengelolaan;
ketentuan mengenai permodalan;

Ta "o

ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; . . -
j. .- ketentuan mengena1 sanksi.

Bagtan Kedua
Status Badan Hukum

- Pasal 9 -

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendmannya di-
sahkan oleh Pemerintah. .. : : S _

Pasal 10

(1) Untukmendapatkan pengesahan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
-+ 9, para pendiri mengajukan permmtaan tertuhs disertai akta pendman
Koperasi. :

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan setelah dltenmanya permintaan pengesahan.

(3) Pengesahan akta pendman diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia. -

- Pasal 11

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan
_penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis. dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dxtenmanya permintaan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat
mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya penolakan.

(3) Keputusan terhadap pehgajuan .pe.rmi'h.t'.aan ulang diberikan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan
permmtaan ulang

Pasal 12
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
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